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Abstrak 

Latar Belakang:  

Peserta pelatihan pariwisata adalah stakeholder pariwisata yang dapat berkontribusi dalam pengelolaan desa 

wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguraikan tantangan atau hambatan pengelolaan desa wisata 

berdasarkan pandangan peserta pelatihan pariwisata; 2) mengusulkan strategi pengelolaan desa wisata. Penelitian 

ini memanfaatkan teori institusi (institutional theory) dalam menganalisis pandangan peserta pelatihan pariwisata. 

Metodologi: 

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dari peserta pelatihan pariwisata melalui aplikasi WhatsApp dan 

secara daring (zoom meeting). Penulis sebagai fasilitator pada pelatihan pariwisata dasar yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Data kualitatif dianalisis dengan prinsip analisis data kualitatif, yakni, 

reduksi data, klasifikasi dan interpretasi dengan mengacu pada teori institusi dan data-data tematik penelitian. 

Temuan: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal kelembagaan, rendahnya kualitas SDM dan kesadaran 

masyarakat, keterbatasan anggaran dan legalitas kelembagaan adalah tantangan yang dihadapi oleh lembaga 

pariwisata (Pokdarwis) dalam mengelola desa wisata. Penelitian ini mengusulkan strategi pengelolaan desa 

wisata, yakni, 1) pembentukan kelembagaan lokal; 2) penerapan kepemimpinan efektif bidang pariwisata oleh 

tokoh (pemimpin) Lembaga/organisasi; 3) penguatan sinergi stakeholder; 4) pengelolaan desa melalui prinsip 

pemenuhan kebutuhan wisatawan; 5) peningkatan kapasitas anggota Pokdarwis dalam mengelola sumber daya 

pariwisata. 

Kesimpulan: 

Penelitian ini memperkuat teori kelembagaan (institutional theory) bahwa lembaga di suatu destinasi pariwisata 

akan dapat berjalan dengan baik melalui peran bersama dari stakeholder yang ada di perdesaan.  

Kata kunci: desa wisata; pengelolaan desa wisata; pelatihan pariwisata; teori institusi 

(kelembagaan); wisata perdesaan 
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PENGANTAR

Pengelolaan desa wisata telah 

menjadi pilihan pemerintah daerah baik di 

tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota 

dalam mendorong dan membangun 

kepariwisataan. Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif mendorong pemerintah 

daerah untuk menjadikan desa sebagai salah 

satu strategi untuk melibatkan partisipasi 
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masyarakat dalam kegiatan pariwisata. 

Melalui desa wisata, pariwisata diharapkan 

menjadi katalis dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat perdesaan 

(Andriani & Sunarta, 2015; Junaid et al., 

2022; Pramusita & Sarinastiti, 2018). 

Kondisi masyarakat perdesaan cenderung 

terfokus hanya pada aspek kehidupan 

perdesaan, pariwisata belum menjadi media 

untuk membangun perdesaan. Gagasan 

wisata perdesaan dan desa wisata muncul 

seiring adanya potensi desa untuk menjadi 

destinasi yang selanjutnya, akan menjadi 

lokomotif pengembangan masyarakat. 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan dalam 

rangka mendorong peningkatan sumber daya 

manusia bidang kepariwisataan. Pada 

tanggal 2 s/d 14 Maret 2023, pemerintah 

Provinsi Jawab Barat melaksanakan kegiatan 

pelatihan dasar pariwisata dengan 

mengundang peserta dari berbagai instansi 

untuk mendapatkan pelatihan 

kepariwisataan. Program tersebut merupakan 

bagian dari program kementerian pariwisata 

dan ekonomi kreatif dengan menggandeng 

pemerintah daerah untuk penyelenggaraan 

pelatihan dasar pariwisata. Salah satu isu 

mendasar yang menjadi perhatian dalam 

pelatihan tersebut adalah pengelolaan desa 

wisata. Kebijakan pariwisata Indonesia salah 

satunya mengembangkan desa wisata 

sehingga para peserta pelatihan dibekali 

pengetahuan dan keterampilan mengenai 

pengelolaan desa wisata. 

Penelitian tentang desa wisata 

ataupun wisata perdesaan telah menjadi 

perhatian akademisi baik di Indonesia 

maupun di Negara-negara lain. Ragam 

penelitian tentang pengelolaan desa wisata di 

Indonesia telah menjadi kajian peneliti, 

misalnya, pentingnya digitalisasi dalam 

pengelolaan desa wisata (Mumtaz & 

Karmilah, 2021), peran organisasi tata kelola 

atau kelembagaan dalam pengelolaan desa 

wisata (Junaid & M. Salim, 2019; Prafitri & 

Damayanti, 2016), dampak-dampak 

pengelolaan desa wisata (Pramusita & 

Sarinastiti, 2018); pengelolaan desa wisata 

berkelanjutan (Andriani & Sunarta, 2015; 

Ingkadijaya & Bilqis, 2020). 

Dalam konteks global, penelitian 

tentang desa wisata sering dikaitkan dengan 

wisata perdesaan (rural tourism). Amir, et al. 

(2015) mengkaji konsep resiliensi 

masyarakat di Malaysia dalam 

mengembangkan pariwisata perdesaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa konsep 

pariwisata berkelanjutan berdampak pada 

upaya masyarakat untuk bangkit (resilience) 

dalam mengelola wisata perdesaan. Carneiro 

et al., (2015) meneliti tentang lansekap desa 

dan pengalaman wisata perdesaan di 

Portugal. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat elemen lansekap alam yang 

memiliki pengaruh terhadap pengalaman 

wisatawan, misalnya, jenis dan warga 

vegetasi, heritage (warisan) yang dibangun 

dengan nuansa alamiah. Stabilitas dan 

kondisi yang baik adalah aspek penting 

dalam pengelolaan wisata perdesaan (Guaita 

Martínez et al., 2019). Revitalisasi perdesaan 

juga berdampak pada pengelolaan wisata 

perdesaan (Yang et al., 2021). Penelitian 

tentang wisata perdesaan telah memberikan 

kontribusi terhadap pengelolaan desa sebagai 

bagian dari aset pariwisata. Selanjutnya, 

kajian tentang desa wisata ataupun wisata 

perdesaan sangat dibutuhkan dalam rangka 

memberikan rekomendasi pengelolaan desa 

sebagai destinasi pariwisata.  

Namun demikian, penelitian tentang 

analisis pandangan para peserta pelatihan 

mengenai kondisi kekinian pengelolaan desa 

wisata belum menjadi perhatian akademisi. 

Peserta pelatihan merupakan bagian dari 

stakeholder pariwisata. Perencanaan dan 

pengembangan pariwisata di suatu daerah 

melibatkan berbagai stakeholder yang saling 

berkontribusi (Jamal & Stronza, 2009; 

Sitorus, 2020), termasuk peserta pelatihan 

dengan berbagai pengalaman dan 

pengetahuan yang mereka miliki. 

 Para penulis pariwisata cenderung 

hanya terfokus pada bagaimana pandangan 

pengelola desa wisata sebagai sumber 

informasi penelitian (misalnya, Noho, 2014; 

Paskasari et al., 2020; Prayogi et al., 2022). 

Masyarakat sebagai peserta pelatihan bidang 
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 kepariwisataan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran mengenai 

pengelolaan desa agar berdampak terhadap 

pembangunan nasional, khususnya yang 

berkaitan dengan desa wisata atau wisata 

perdesaan.  

Desa wisata identik dengan istilah 

wisata perdesaan (rural tourism), suatu jenis 

wisata yang dapat mendorong 

pengembangan ekonomi masyarakat 

khususnya di perdesaan. Wisatawan yang 

ingin mencari suasana alam dan melihat 

langsung kehidupan masyarakat perdesaan, 

maka wisata perdesaan merupakan pilihan 

untuk memenuhi harapan wisatawan tersebut 

(Guaita Martínez et al., 2019; Guerrero, 

2008). Negara-negara di dunia menawarkan 

wilayah perdesaan sebagai salah satu 

destinasi yang layak menjadi tujuan 

kunjungan wisatawan. Wilayah perdesaan 

dapat menjadi tempat atau lokasi untuk 

aktifitas rekreasi dan pariwisata (Hall et al., 

2016).  

Desa wisata dan wisata perdesaaan 

memanfaatkan produk yang sama dalam 

proses pengelolaan dan pengembangan desa, 

yakni suasana alam perdesaan dan kehidupan 

masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di 

wilayah perdesaan dapat memanfaatkan 

pariwisata sebagai salah satu cara 

meningkatkan perekonomian mereka (Su et 

al., 2019). Suasana alam perdesaan dapat 

menjadi alasan bagi kunjungan wisatawan. 

Kehidupan masyarakat yang masih 

tradisional dan suasana perdesaan 

mendorong industri pariwisata untuk 

menjadikan perdesaan sebagai agenda 

kunjungan bagi wisatawan. Penelitian ini 

menggunakan istilah desa wisata dan wisata 

perdesaan sebagai istilah yang memiliki 

makna yang sama yakni perdesaan sebagai 

sumber daya pariwisata (tourism resources). 

Pengelolaan desa wisata bertujuan 

untuk mendorong masyarakat perdesaan 

memanfaatkan potensi desa untuk 

kepentingan mereka secara berkelanjutan. 

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal, 

mendorong ekonomi kreatif, mendorong 

pemanfaatan produk local, dan memastikan 

pemanfaatan alam perdesaan yang 

melestarikan lingkungan dan budaya 

(Sharpley, 2016). Pengelolaan desa juga 

menerapkan prinsip perencanaan yang 

terintegrasi. Duffy & Kim (2017) 

menggunakan istilah perencanaan 

terintegrasi yang melibatkan berbagai 

kelompok pemangku kepentingan 

(stakeholder) dalam proses perencanaan desa 

wisata ataupun wisata perdesaan. Proses 

integrasi stakeholder tersebut akan 

menghasilkan pengelolaan potensi desa yang 

dapat memenuhi harapan masyarakat.  

Pengelolaan desa wisata melibatkan 

berbagai stakeholder. Terdapat berbagai 

lembaga (institusi) yang berperan penting 

dalam membangun destinasi pariwisata. Hall 

(2003) menekankan pentingnya peran 

pemerintah sebagai institusi formal di 

berbagai tingkatan destinasi pariwisata. Pada 

konteks perdesaan, pemerintahan di tingkat 

desa adalah institusi resmi yang mengatur 

jalannya pemerintahan di perdesaan. 

Terdapat pula organisasi non-pemerintah 

yang dapat berkontribusi dalam 

pengembangan wisata perdesaan. Organisasi 

kemasyarakatan di tingkat lokal memiliki 

andil dalam memajukan wisata perdesaan 

(Junaid & M. Salim, 2019; Junaid, 2021). 

Segala potensi desa dapat bermanfaat untuk 

masyarakat melalui peran kelembagaan lokal 

di perdesaan. 

Lembaga atau kelembagaan adalah 

bagian penting yang mendukung kehidupan 

masyarakat, bahkan menunjang kehidupan 

komunitas masyarakat. Lembaga atau 

institusi adalah dua kata yang memiliki 

kesamaan makna dalam hal tujuan dan 

kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut Falaster et al. (2017), istilah 

institusi sering digunakan sebagai makna 

yang sinonim dengan istilah organisasi, 

perusahaan atau berbagai istilah lainnya yang 

relevan dengan pemaknaan institusi. Institusi 

merupakan aturan yang dibangun secara 

sosial dan bersama sebagai hasil dari adanya 

interaksi dan negosiasi yangs selanjutnya 

akan menjadi panduan dalam proses interaksi 

tersebut. Dengan kata lain, institusi akan 

mendorong terbentuknya rencana tindakan 
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dan sikap dalam rangka mencapai tujuan 

yang diinginkan.  

Scott (2014) mengemukakan bahwa 

teori institusi diawali dari adanya aktor yang 

berperan sebagai pelaku dan kejadian yang 

dibentuk oleh adanya tindakan dan keinginan 

dari masa lampau. Dengan kata lain, teori 

institusi merupakan bagian dari adanya teori 

konstruksi (construction theory) (Falaster et 

al., 2017). Upaya untuk membangun 

masyarakat tidak terlepas dari adanya suatu 

system social yang menjadi panduan 

masyarakat, salah satunya dalam aktifitas 

kepariwisataan.  

Terdapat 3 (tiga) pilar yang 

membentuk adanya institusi (Falaster et al., 

2017; W. Scott, 2005). Sistem pertama 

adalah sistem regulasi, diartikan sebagai 

seperangkat aturan atau hukum yang 

mengatur para stakeholder yang berada 

dalam konteks regulasi tersebut. Sistem 

kedua adalah sistem normatif, diartikan 

sebagai suatu standar yang seharusnya 

menjadi acuan dalam rangka menjalankan 

aktifitas sesuai bidang pekerjaannya. Dalam 

konteks desa wisata atau wisata perdesaan, 

terdapat standar yang menjadi acuan jika 

suatu desa akan dikelola sebagai destinasi 

pariwisata. Pada sistem ketiga, pendekatan 

kultural-kognitif diartikan sebagai makna 

atau hasil yang memberikan makna terhadap 

kehidupan sosial, tindakan yang akan 

diambil sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai.   

Teori institusi memberikan gambaran 

bahwa mengadopsi suatu kebijakan, strategi 

ataupun keputusan tidak terlepas dari adanya 

pertimbangan secara rasional (Soares et al., 

2021). Dalam kehidupan kemasyarakatan, 

perlu ada alasan yang logis terhadap langkah-

langkah yang diambil dalam rangka 

mencapai tujuan. Dalam teori institusi, 

organisasi atau lembaga digambarkan 

sebagai sistem sosial yang dipandu oleh 

adanya logika secara internal dan eksternal 

(Soares et al., 2021). Secara internal, terdapat 

prosedur, skema atau aturan yang mengikat 

dalam suatu sistem. Secara eksternal, para 

stakeholder dalam bentuk mitra atau 

konsumen yang berkaitan dengan eksistensi 

suatu institusi memberikan pengaruh dalam 

keberlanjutan suatu lembaga. Dalam teori 

institusi, tujuan yang hendak dicapai perlu 

direncanakan dengan baik, memanfaatkan 

teknologi kebaruan dalam rangka mencapai 

tujuan yang diharapkan.  

 Urgensi pendidikan dan pelatihan 

untuk stakeholder pariwisata diakui telah 

berdampak positif terhadap pengembangan 

destinasi pariwisata. Para akademisi, 

perencana pariwisata, industri pariwisata, 

pemerhati pariwisata dan masyarakat adalah 

pihak-pihak yang berperan penting dalam 

membangun destinasi pariwisata. Cavaliere 

(2017) menguraikan contoh pentingnya 

program pendidikan  dan pelatihan bagi 

pelaku usaha pariwisata berbasis agrowisata. 

Program pelatihan, seperti pembuatan pupuk 

kompos, proses pembuatan makanan dan 

minuman tradisional dan berbagai jenis 

pelatihan yang berkaitan dengan peluang 

pariwisata dapat mendorong partisipasi 

masyarakat (Cavaliere, 2017). Pendidikan 

dan pelatihan bukan hanya untuk masyarakat 

yang tinggal di perdesaan, tetapi juga 

stakeholder yang memiliki peran dalam 

membangun pariwisata. 

Program pendidikan dan pelatihan 

dapat dilaksanakan dengan berbagai metode 

dan strategi. Teknologi kebaruan telah 

mendorong pemanfaatan teknologi informasi 

(information technology) untuk 

memudahkan proses pelatihan. Lomine 

(2002) mengemukakan bahwa penyampaian 

materi pelatihan dan penilaian hasil pelatihan 

telah mengalami perkembangan, teknologi 

telah memudahkan akademisi untuk 

menjalankan program pelatihan secara 

online. Pengembangan kurikulum berbasis 

teori dan praktik juga tidak terlepas dari 

proses pelatihan secara online (Elliott & 

Smith, 2005)). Teknologi memberikan 

peluang bagi stakeholder pariwisata untuk 

meningkatkan kapasitas keilmuan dan 

keterampilan di bidang pariwisata. 

Teknologi memungkinkan kegiatan 

pelatihan yang dilaksanakan secara tatap 

muka dan online (hybrid).   

Terdapat 4 (empat) urgensi penelitian 

ini. Pertama, penelitian ini menganalisis 
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 pengelolaan desa wisata melalui pendekatan 

atau teori kelembagaan (institutional theory). 

Teori kelembagaan sudah diadopsi oleh 

peneliti pariwisata dalam menganalisis 

fenomena kepariwisataan. Namun, studi 

tentang desa wisata dalam perspektif teori 

institusi masih membutuhkan eksplanasi dan 

bukti-bukti secara empiris. Kedua, penelitian 

ini memanfaatkan data kualitatif dari para 

peserta pelatihan. Para peserta pelatihan 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang 

berbeda-beda dalam pengelolaan desa 

wisata. Karena itu, pandangan mereka akan 

sangat penting sebagai bahan kajian dalam 

memberikan rekomendasi pengelolaan desa 

wisata yang berkelanjutan dari perspektif 

peserta pelatihan. 

Ketiga, pengelolaan desa wisata tidak 

terlepas dari hambatan dan atau tantangan 

yang dihadapi oleh pengelola desa. 

Penelitian ini menguraikan kondisi kekinian 

desa wisata dan solusi (strategi) yang 

mungkin dapat ditempuh dalam rangka 

mencapai tujuan pengembangan desa wisata. 

Keempat, pemangku kepentingan 

(stakeholder) di tingkat perdesaan masih 

membutuhkan pendampingan dalam 

pengelolaan desa wisata. Hasil penelitian ini 

dapat menjadi rujukan ilmiah dalam 

mengelola potensi desa melalui peran dan 

fungsi kelembagaan lokal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) 

menguraikan tantangan atau hambatan 

pengelolaan desa wisata berdasarkan 

pandangan peserta pelatihan pariwisata; 2) 

mengusulkan strategi pengelolaan desa 

wisata dari perspektif teori kelembagaan. 

Penelitian ini memberikan kontribusi secara 

akademik mengenai pengembangan desa 

wisata dan wisata perdesaan. Penelitian ini 

memperkuat teori kelembagaan (institutional 

theory) bahwa lembaga di suatu destinasi 

pariwisata akan dapat berjalan dengan baik 

melalui peran bersama dari stakeholder yang 

ada di perdesaan. Penelitian ini menguraikan 

strategi yang dapat ditempuh dalam 

pengelolaan desa wisata ataupun wisata 

perdesaan. 

METODOLOGI 

Penelitian ini memanfaatkan data 

kualitatif dalam menganalisis fenomena 

pengelolaan desa wisata. Pada tanggal 6 

Maret 2023, penulis menjadi bagian dari 

pelatihan dasar pariwisata yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi 

Jawa Barat dan difasilitasi oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penulis 

menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan 

tersebut. Peserta yang terlibat dalam kegiatan 

pelatihan adalah para staf di sektor 

pemerintahan dalam lingkup provinsi Jawa 

Barat dan kabupaten/kota terkait. Melalui 

pelatihan ini, penulis menganalisis 

pandangan peserta pelatihan mengenai 

pengelolaan desa wisata. Pandangan peserta 

pelatihan merupakan gambaran dari 

pengalaman dan pengetahuan peserta 

mengenai pengelolaan desa wisata di 

Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.  

Penelitian ini dilaksanakan melalui 

tiga tahap. Pertama, kegiatan pelatihan 

dilaksanakan secara daring dan luring yang 

melibatkan peserta dan fasilitator. Penulis 

menggunakan data yang diperoleh secara 

daring dengan memanfaatkan fitur live chat 

pada aplikasi WhatsApp. Pada proses ini, 

penulis memberikan pertanyaan kepada para 

peserta yang tergabung dalam grup 

WhatsApp. Pertanyaan kepada peserta adalah 

sebagai berikut: 

“Salah satu lembaga (organisasi) 

lokal yang berperan penting dalam 

pariwisata adalah kelompok sadar 

wisata (Pokdarwis). Pada faktanya, 

ada Pokdarwis yang berhasil, kurang 

berhasil atau cenderung maju 

mundur. Menurut Bapak/Ibu, 

mengapa suatu Pokdarwis berhasil 

dan tidak berhasil. Apa strategi 

pengelolaan Pokdarwis agar dapat 

berhasil. Silahkan tuliskan 

pendapat/pandangan Bapak/Ibu, 

Hatur nuhun”.   

 

Pada tahap kedua, penulis (fasilitator) 

mencatat pandangan atau pendapat para 

peserta pelatihan dan menganalisis 

pandangan tersebut berdasarkan prinsip 

analisis data kualitatif. Pada tahap ketiga, 
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penulis menjadi fasilitator dalam pelatihan 

pariwisata dasar melalui materi dasar-dasar 

kelembagaan pariwisata secara daring (zoom 

meeting) dengan melibatkan seluruh peserta 

(9 Maret 2023). Pada tahap ini, penulis 

mengajak peserta pelatihan untuk berdiskusi 

mengenai kondisi pengelolaan desa wisata 

atau wisata perdesaan di Indonesia 

khususnya di daerah dimana mereka bekerja. 

Penulis menganalisis informasi yang 

disampaikan peserta pelatihan sebagai 

bagian dari data penelitian dalam rangka 

merumuskan strategi pengelolaan desa 

wisata yang berkelanjutan.  

Penulis menganalisis data penelitian 

berdasarkan prinsip analisis data kualitatif. 

Sarantakos (2013) mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif adalah interpretasi 

data secara menyeluruh untuk menghasilkan 

deskripsi dan eksplanasi logis terhadap suatu 

fenomena yang menjadi fokus kajian 

penelitian. Proses analisis data melalui 

reduksi data, pengorganisasian dan 

interpretasi (Fielding & Fielding, 2008).  

 

HASIL DAN DISKUSI 

3.1 Gambaran Umum Kegiatan Pelatihan 

Dasar Pariwisata dan Penggunaan Data 

Penelitian 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) menyelenggarakan 

kegiatan pelatihan pariwisata dasar bagi 

aparatur sipil Negara. Pelatihan tersebut 

dilaksanakan dengan skema pelatihan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

Pemerintah provinsi Jawa Barat adalah salah 

satu penyelenggara kegiatan pelatihan, 

Kemenparekraf menjadi bagian dari kegiatan 

tersebut. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan 

pada tanggal 2 s/d 14 Maret 2023 dengan 2 

(dua) pendekatan, yakni pemberian materi 

pelatihan oleh fasilitator secara daring dan 

luring dan kunjungan lapangan ke desa 

wisata.  

Peserta pelatihan pariwisata dasar 

adalah  aparatur sipil Negara yang memiliki 

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang 

kepariwisataan ataupun berkaitan dengan 

pariwisata. Penelitian ini memanfaatkan 

informasi yang diberikan oleh peserta 

pelatihan selama kegiatan berlangsung. Data 

utama penelitian ini adalah jawaban peserta 

pelatihan tentang pengalaman dan 

pengetahuan mereka mengenai topik yang 

sedang dibahas. Terdapat dua alasan urgensi 

data penelitian ini. Pertama, para peserta 

pelatihan adalah mereka yang bekerja di 

sektor pariwisata ataupun memiliki 

pengetahuan dan pengalaman tentang 

pengelolaan desa wisata. Kedua, peserta 

pelatihan dikategorikan sebagai pemangku 

kepentingan (stakeholder) pariwisata yang 

dapat berkontribusi terhadap pengembangan 

pariwisata daerah khususnya desa wisata. 

Informasi yang disampaikan oleh peserta 

pelatihan merupakan gambaran pengelolaan 

desa wisata di daerah sesuai dengan 

pengalaman peserta pelatihan.  

Materi pelatihan dasar pariwisata 

terbagi atas sepuluh topik, yakni; kode etik 

pariwisata, pembangunan kepariwisataan 

nasional, dasar konsep kepariwisataan, 

pengetahuan dasar industri hospitalitas, 

pengetahuan dasar industri perjalanan, 

pengetahuan dasar industri konvensi dan 

event, pengetahuan dasar industri daya tarik 

wisata, dasar-dasar pemasaran pariwisata, 

dasar-dasar kelembagaan pariwisata, 

penggunaan teknologi informasi dalam 

kepariwisataan. Aktifitas pelatihan 

mencakup pembelajaran mandiri oleh peserta 

pelatihan, live chat melalui grup WhatsApp, 

sesi pembelajaran tatap muka (secara daring 

dan luring) dan studi lapangan.  

 Pada proses live chat, fasilitator 

memberikan kesempatan kepada peserta 

untuk berdiskusi dengan fasilitator 

(narasumber). Penulis adalah fasilitator 

untuk materi kelembagaan dengan 

pelaksanaan live chat dengan dua cara. 

Pertama, fasilitator mengajukan dua 

pertanyaan kepada para peserta dengan topik 

pengelolaan desa wisata. Kedua, fasilitator 

mempersilahkan peserta untuk mengajukan 

pertanyaan dan berdiskusi sesuai dengan 

topik pelatihan. Pada proses pertama, peserta 

memberikan pandangan mengenai 

pengelolaan desa wisata sesuai dengan 
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 pengetahuan dan pengalaman mereka. 

Selanjutnya, penulis menganalisis informasi 

peserta pelatihan sebagai bagian dari data 

kualitatif dalam penelitian ini. 

3.2 Tantangan Pengelolaan Desa Wisata 

dalam perspektif Peserta Pelatihan 

Pariwisata 
Pengelola desa wisata dihadapkan 

pada berbagai kondisi, situasi dan tantangan 

pengelolaan desa baik secara internal 

maupun eksternal. Secara internal, 

masyarakat sebagai pelaku pariwisata akan 

menghadapi berbagai hambatan dalam 

mewujudkan pengelolaan desa yang 

berkelanjutan. Faktor eksternal dapat pula 

mempengaruhi pengelolaan desa wisata. 

Penelitian ini menganalisis pandangan 

informan penelitian sekaligus sebagai 

stakeholder di tingkat kabupaten atau kota 

tentang tantangan (hambatan) pengelolaan 

desa wisata. Uraian mengenai tantangan 

pengelolaan desa wisata dalam penelitian ini 

adalah gambaran kondisi kekinian 

pengelolaan desa wisata dari sudut pandang 

pelaku pariwisata, pemerhati ataupun 

akademisi dengan latar belakang yang 

berbeda-beda.  

Tantangan pertama yang menjadi 

perhatian peserta pelatihan adalah konflik 

internal yang terjadi pada lembaga atau 

organisasi yang ada di masyarakat. Terdapat 

potensi adanya konflik kepentingan di dalam 

pengelolaan suatu organisasi khususnya yang 

mengelola desa wisata. Informan 

menuliskan, “namun yang stagnan bahkan 

cenderung mundur dikarenakan terdapat 

konflik kepentingan dalam internal 

Pokdarwis itu sendiri, bahkan ada yang 

terpecah’ (live chat, Maret 2023). Dari 

pernyataan tersebut menunjukkan adanya 

peluang konflik dalam organisasi Pokdarwis. 

Informan lain menyebutkan, “Pokdarwis 

tidak berkembang, karena adanya ketidak 

samaan visi sesama anggota, karena dalam 

kelompok harus satu visi, adapun hal –hal 

lainnya karena modal dan keterampilan serta 

ketidaksiapan dalam melaksanakan 

kegiatan” (Dy, live chat, Maret 2023). 

Kepentingan yang menyangkut keuntungan 

yang didapatkan dapat menjadi salah satu 

alasan pemicu adanya konflik dalam suatu 

lembaga atau organisasi. Konflik internal 

juga dapat terjadi karena tidak adanya saling 

memahami mengenai fungsi dan tujuan 

organisasi. Perbedaan pendapat dapat 

memicu adanya konflik internal, apalagi jika 

tidak dibarengi dengan upaya untuk mencari 

solusi bersama terhadap masalah internal 

tersebut.  

Sumber daya manusia di perdesaan 

masih menjadi tantangan bagi pengelolaan 

dan pengembangan desa wisata. Sumber 

daya manusia yang masih kurang ini 

berdampak terhadap pengelolaan desa wisata 

dan kesadaran masyarakat. Informan 

menyatakan, ‘menurut saya (Pokdarwis) 

tidak berhasil dapat disebabkan beberapa 

faktor seperti kurang nya kualitas SDM, 

manajemen pengelolaan yang kurang baik 

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pengetahuan kepariwisataan masih rendah 

sehingga sulit untuk berkolaborasi dengan 

instansi kepariwisataan” (RH, live chat, 

Maret 2023). Kolaborasi dengan berbagai 

stakeholder memiliki kaitan dengan kualitas 

sumber daya manusia pengelola desa. 

Anggota msyarakat sebagai pengelola masih 

memiliki keterbatasan dalam hal pengelolaan 

desa wisata. Anggota masyarakat yang 

tergabung dalam kelembagaan lokal belum 

sepenuhnya memiliki kemampuan 

mengelola potensi desa. Kondisi tersebut  

berdampak terhadap kemunduran 

pengelolaan desa wisata. Rendahnya 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

pariwisata masih menjadi realitas di 

perdesaan.  

Tantangan ketiga adalah keterbatasan 

dana dan fasilitas yang dimiliki oleh 

kelembagaan lokal. Anggaran atau dana 

adalah salah satu kunci keberhasilan 

pengelolaan kelembagaan. Terdapat 

Pokdarwis yang berhasil dalam pengelolaan 

desa wisata, sebaliknya, terdapat pula 

lembaga yang cenderung lambat bahkan 

kurang berhasil karena faktor pendanaan. 

Informan menyampaikan, “semua pokdarwis 

tidak memiliki pendanaan maupun fasilitas 

yang sama sehingga tidak menjamin seluruh 
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pokdarwis memiliki tingkat keberhasilan 

yang sama” (Ti, live chat, Maret 2023). Dari 

pernyataan ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan suatu lembaga pariwisata akan 

sangat tergantung pada dana dan fasilitas 

yang tersedia. Anggota Pokdarwis telah 

mengupayakan untuk berpartisipasi dalam 

pengelolaan desa wisata. Namun, 

keterbatasan anggaran menjadi hambatan 

dalam menjalankan program-program wisata 

perdesaan. 

 
Tabel 1. Summari tantangan (hambatan) pengelolaan desa wisata 
dari perspektif peserta pelatihan pariwisata 

No Tantangan (hambatan) 

1 Konflik internal kelembagaan dan ketidaksamaan visi 

dan misi anggota 

2 Rendahnya kualitas SDM, pemahaman masyarakat dan 

kesadaran akan pentingnya pariwisata 

3 Keterbatasan dana/anggaran dan fasilitas 

4 Legalitas (Perdes) pengelolaan kelembagaan lokal 

Sumber: Penulis, 2023 

 

Pengalaman peserta pelatihan 

mengenai pengelolaan desa wisata 

menunjukkan bahwa kelembagaan lokal 

cenderung saling mengharapkan satu sama 

lain. Anggota kelembagaan belum 

menunjukkan upaya kreatif untuk bergerak 

secara mandiri membangun desa wisata. 

Salah satu isu yang menjadi perhatian 

informan adalah ketidakpastian landasan 

hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) yang 

mengatur kelembagaan lokal. Informan 

mengungkapkan, “pengalaman saya saat 

melaksanakan bimtek dengan Pokdarwis…, 

Pokdarwis tidak berhasil karena saling 

tunggu untuk bergerak, tidak ada kepastian 

dari desa terkait pembuatan Perdes sehingga 

mereka mau bergerak pun tidak ada 

landasannya, juga kesulitan anggaran” (Ra, 

live chat, Maret 2023). Legalitas suatu 

lembaga sangat dibutuhkan agar masyarakat 

sebagai anggota lembaga dapat 

merencanakan program pengelolaan desa. 

Dengan legalitas yang jelas, anggota 

Pokdarwis dapat bekerja dan menyusun 

program yang berdampak pula terhadap 

peluang mendapatkan anggaran. Kesulitan 

anggaran perlu diatasi dengan peraturan desa 

yang memberikan peluang kepada anggota 

kelembagaan lokal untuk menyelenggarakan 

kegiatan pariwisata.  

3.3 Strategi Pengelolaan Desa Wisata 

Penelitian ini menghasilkan strategi 

pengelolaan desa wisata yang didasarkan 

pada analisis pandangan peserta pelatihan 

(informan). Tabel 2 adalah ringkasan strategi 

yang dapat ditempuh oleh lembaga local 

dalam merespons tantangan dan hambatan 

pengelolaan desa wisata.  

 
Tabel 2. Summari strategi pengelolaan desa wisata dari perspektif 
peserta pelatihan pariwisata 

No Usulan strategi 

1 Inisiasi pembentukan kelembagaan lokal atau 

menunjang eksistensi Pokdarwis 

2 Adanya tokoh yang menerapkan kepemimpinan 

lembaga yang efektif  

3 Penguatan sinergi dari berbagai kelompok stakeholder 

pariwisata 

4 Pengelolaan desa berdasarkan kebutuhan wisatawan 

5 Kapasitas (kemampuan) anggota Pokdarwis dalam 

mengelola sumber daya pariwisata (tourism resources) 

Sumber: Penulis, 2023 

 

Strategi pengelolaan desa wisata 

berkaitan erat dengan peran dan fungsi 

kelembagaan lokal dalam mengelola 

lembaga. Potensi wisata di suatu desa perlu 

dikelola oleh masyarakat, namun perlu 

ditunjang dengan peran dan fungsi 

kelembagaan. Penelitian ini menekankan 

pentingnya organisasi atau lembaga lokal 

sebagai strategi membangun desa wisata atau 

wisata perdesaan. Penelitian ini menekankan 

pentingnya eksistensi kelembagaan lokal 

sebagai strategi pertama dalam pengelolaan 

desa wisata. Informan mengungkapkan 

pentingnya kelembagaan lokal dalam 

kepariwisataan, 

“Pokdarwis adalah kelembagaan di 

tingkat masyarakat yang anggotanya 

terdiri dari para pelaku kepariwisataan 

yang memiliki kepedulian dan 

tanggung jawab serta berperan sebagai 

penggerak dalam mendukung 

terciptanya iklim kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya 

kepariwisataan (Ra, live chat, Maret 

2023).  

 

Strategi kedua dalam pengelolaan desa 

wisata adalah adanya tokoh yang 

menerapkan kepemimpinan yang baik dan 

profesional. Informan menyatakan, 

“kepemimpinan yang baik dan kuat sehingga 
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 dapat memotivasi anggota dan membuat 

keputusan yang tepat” (SL, live chat, Maret 

2023). Kepemimpinan yang baik dapat 

mempengaruhi anggota masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan desa 

wisata. Individu atau kelompok masyarakat 

yang menjadi tokoh penggerak dapat 

memotivasi anggota masyarakat untuk 

bekerja bersama mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pemimpin dalam kelembagaan 

lokal menjadi pendorong dalam proses 

pendampingan masyarakat mencapai tujuan 

bersama. Informan menyatakan,  

“Pokdarwis yang berhasil 

membutuhkan kepemimpinan yang 

efektif, yang bisa menyatukan semua 

pandangan, menengahi perbedaan-

perbedaan, serta menyusun rencana 

yang akan dilaksanakan bersama. Pada 

sebuah organsasi kemasyarakatan, 

adanya sosok pemimpin seperti itu 

cukup langka, karena itu menurut 

hemat saya dibutuhkan fasilitasi dari 

pemerintah untuk mencetak pemimpin-

pemimpin seperti ini” (live chat, Maret 

2023). 

 

Pembinaan anggota kelompok sadar 

wisata (Pokdarwis) tidak terlepas dari peran 

tokoh penggerak dalam kelembagaan 

tersebut. Keputusan dalam menjalankan 

kegiatan pariwisata akan senantiasa 

mengikutkan peran tokoh masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, 

eksistensi kelembagaan lokal (misalnya, 

Pokdarwis) perlu ditunjang dengan 

kesediaan anggota masyarakat menjadi 

pemimpin dan tokoh penggerak masyarakat. 

Pemimpin dan penggerak tersebut adalah 

mereka yang memahami maksud dan tujuan 

pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, 

terdapat upaya dari pemimpin untuk 

mendorong masyarakat mengelola desa 

mereka.  

Strategi ketiga adalah sinergi yang baik 

dari berbagai kelompok stakeholder 

pariwisata. Informan menyatakan, 

“keberhasilan Pokdarwis tidak dapat 

dilakukan sendiri, perlu adanya dukungan 

dan peran serta dari perangkat desa, 

pemerintah maupun pelaku usaha pariwisata. 

Jika tidak bisa bersinergi, akan sulit juga bagi 

pokdarwis untuk mengembangkan potensi 

pariwisata” (Ra, live chat, Maret 2023). 

Pokdarwis bukanlah satu-satunya 

stakeholder yang dapat mengembangkan 

desa wisata. Stakeholder internal dan 

eksternal akan menjadi bagian tak 

terpisahkan dari desa wisata. Pemerintah 

menjadi fasilitator sekaligus pendorong bagi 

masyarakat untuk mengelola potensi desa. 

Pemerintah dapat memberikan pendidikan 

dan pelatihan bagi anggota kelembagaan 

dalam rangka meningkatkan kapasitas 

pengelola desa wisata. Informan 

menyatakan, “berhasil tidaknya Pokdarwis 

adalah ada dan tidaknya bimbingan 

pemerintah setempat, pemberian pelatihan 

dan ilmu dalam mengelola suatu wisata oleh 

Pokdarwis” (live chat, Maret 2023). 

Pemerintah berperan penting dalam 

mengedukasi masyarakat mengenai 

pariwisata. Pelaku usaha tidak hanya 

masyarakat yang memberikan layanan wisata 

ke wisatawan, namun pelaku usaha 

pariwisata eksternal juga memiliki andil 

dalam pengelolaan desa wisata. Biro 

perjalanan dapat bersinergi dengan 

kelembagaan local dalam rangka membawa 

tamu ke desa wisata. Dengan kata lain, 

pengelola desa wisata menjalin mitra dengan 

industri pariwisata dalam rangka penerapan 

sinergi stakeholder pariwisata.  

Pengelolaan desa wisata dengan 

memperhatikan faktor kebutuhan wisatawan 

adalah strategi penting dalam menarik 

kunjungan wisatawan. Strategi keempat ini 

akan berkaitan dengan kemampuan anggota 

Pokdarwis mengelola produk pariwisata 

perdesaan yang bernilai jual sehingga 

memberikan dampak positif kepada 

masyarakat di perdesaan. Informan 

menyatakan,  

“keberhasilan atau kegagalan suatu 

Pokdarwis dipengaruhi oleh banyak 

faktor dan kunci utamanya adalah 

kemampuan pengelola dalam 

mengelola tempat wisata tersebut. Jika 

pengelola mampu mengelola dengan 

baik dan memenuhi kebutuhan 
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wisatawan, maka kemungkinan besar 

Pokdarwis akan berhasil. Namun, jika 

pengelola tidak mampu memenuhi 

kebutuhan wisatawan atau tidak 

mampu mengelola dengan baik, maka 

Pokdarwis berpotensi gagal” (Fa, live 

chat, Maret 2023).  

 

Kelembagaan lokal perlu memahami 

pengelolaan potensi dan sumber daya yang 

ada di perdesaan. Desa memiliki sumber 

daya pariwisata (tourism resources) berbasis 

alam, budaya dan buatan. Kapasitas atau 

kemampuan anggota Pokdarwis dalam 

mengelola sumber daya tersebut dapat 

menjadi faktor penentu keberhasilan dalam 

pengelolaan desa wisata. Kelembagaan lokal 

dapat menjalankan strategi sebagaimana 

yang dikemukakan oleh informan (Ela, live 

chat, Maret 2023); 1) mengembangkan 

rencana strategis dan rencana bisnis; 2) 

mengembangkan produk wisata yang 

berkualitas; 3) meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM); 4) 

mengembangkan kemitraan dengan pihak 

terkait; 5) memperhatikan keberlanjutan 

lingkungan dan budaya; serta 6) melakukan 

promosi dan pemasaran secara efektif. 

Kelembagaan lokal dapat memanfaatkan 

teknologi dalam rangka memasarkan produk 

pariwisata perdesaan. Anggota Pokdarwis 

yang memiliki kapasitas dalam 

memanfaatkan teknologi kebaruan dalam 

rangka implementasi pemasaran adalah 

upaya untuk memperkenalkan produk 

pariwisata.  

Strategi kelima adalah peran anggota 

Pokdarwis dalam pengelolaan sumber daya 

pariwisata. Informan secara khusus, 

mengusulkan pentingnya pelaksanaan 

kegiatan (event) dalam rangka menarik 

kunjungan wisatawan. Kolaborasi dengan 

berbagai pihak dalam rangka menjalankan 

program-program kepariwisataan dapat 

menjadi strategi meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan. Informan 

menyatakan, ‘menurut saya baiknya 

pokdarwis selalu merawat dan mengelola 

destinasi wisata agar tetap menarik mungkin 

bisa mencari kolaborasi entah dari brand 

tertentu/UMKM/ lainnya untuk mengadakan 

beberapa event seperti event 

pameran/kuliner/musik dengan mengundang 

bintang tamu dan menambah beberapa arena 

serta menambah spot foto untuk menarik 

wisatawan” (Mi, live chat, Maret 2023). 

Pengelolaan daya tarik yang berkelanjutan 

adalah kunci keberhasilan Pokdarwis untuk 

mempertahankan wisata perdesaan. Inovasi 

dari pengelola dapat berupa pembuatan spot 

foto di destinasi pariwisata.  

 

3.4 Implikasi Hasil Penelitian terhadap 

Pengembangan Institutional Theory 

Penelitian ini telah menguraikan 

tantangan dan strategi pengelolaan desa 

wisata dari perspektif peserta pelatihan 

pariwisata. Pariwisata merupakan suatu 

sistem yang melibatkan berbagai stakeholder 

baik secara internal dari suatu lembaga lokal 

maupun secara eksternal. Penelitian ini 

mengembangkan prinsip teori institusi 

bahwa sistem sosial yang berlaku di dalam 

masyarakat akan saling berkaitan dengan 

berbagai faktor lainnya. Tantangan 

pengelolaan desa wisata oleh Pokdarwis 

sebagaimana diuraikan oleh informan 

menunjukkan adanya saling ketergantungan 

terhadap berbagai faktor.  Pandangan 

stakeholder yang beragam yang tidak 

mengarah pada satu tujuan pencapaian 

organisasi dapat menjadi hambatan dalam 

mengelola potensi desa untuk kepentingan 

masyarakat. Karena itu, pengelolaan desa 

wisata atau wisata perdesaan tidak hanya 

melibatkan satu kelompok stakeholder, 

namun beragam stakeholder dapat 

menjalankan fungsi dan perannya masing-

masing.  

Kelembagaan lokal dapat 

menerapkan strategi pengelolaan desa wisata 

berdasarkan kemampuan lembaga bekerja 

secara rasional. Teori institusi berakar dari 

pentingnya mempertimbangkan alasan yang 

logis dalam menentukan suatu upaya atau 

strategi. Penelitian ini menghasilkan strategi 

pengelolaan desa wisata berdasarkan cara 

pandang peserta pelatihan sebagai informan. 

Informan memberikan argumentasi strategi 

yang dapat ditempuh dalam mencapai 
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 sasaran dan tujuan pembanguna pariwisata 

perdesaan. Desa wisata dan wisata perdesaan 

adalah jenis wisata yang pengelolaannya 

perlu pertimbangan secara rasional. 

Partisipasi anggota masyarakat dalam 

pengelolaan desa adalah karena peran dan 

fungsi kelembagaan local yang bekerja 

dengan pertimbangan logis. Dengan kata 

lain, hasil penelitian ini memperkuat 

pentingnya teori kelembagaan dalam 

pengelolaan desa wisata dan wisata 

perdesaan. 

Strategi kelembagaan dalam 

menerapkan pengelolaan desa wisata yang 

berkelanjutan perlu ditunjang dengan 

penyusunan mekanisme perencanaan 

pariwisata perdesaan. Teori kelembagaan 

mendorong stakeholder untuk merencanakan 

dan menyusun program berdasarkan 

mekanisme yang telah dibangun. Secara 

praktis, penelitian ini mengusulkan 

mekanisme yang dapat dijalankan oleh 

stakeholder internal dan eksternal untuk 

mengelola desa wisata. Perencanaan yang 

baik dapat mencapai tujuan pengembangan 

pariwisata yang diharapkan (Hizmi et al., 

2022). Eksistensi Pokdarwis sebagai lokal 

dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap masyarakat di perdesaan jika 

penyusunan mekanisme kerja melibatkan 

masyarakat secara optimal. Panduan yang 

dituangkan dalam bentuk standar prosedur 

pengelolaan organisasi dan implementasi 

pariwisata berbasis masyarakat adalah 

bentuk nyata dari teori institusi. Penelitian ini 

mendukung teori institusi sebagai instrumen 

penting dalam mengoptimalkan peran 

lembaga lokal sebagai fasilitas pembangunan 

pariwisata.   

Penelitian ini menguraikan tantangan 

dan atau hambatan yang dirasakan/dialami 

oleh stakeholder pariwisata. Meskipun 

peserta pelatihan sebagai informan memiliki 

pengalaman dan pandangan yang berbeda 

dalam hal desa wisata atau wisata perdesaan, 

pendapat mereka dapat menjadi representasi 

realita desa wisata di Indonesia khususnya di 

destinasi dimana informan bekerja. Interaksi 

yang terjalin antara peserta pelatihan dan 

anggota Pokdarwis dapat memperkuat 

argument peserta pelatihan dalam menilai 

kemajuan dan kemunduran desa wisata. 

Interaksi yang terbangun tersebut merupakan 

sistem sosial, bagian dari prinsip-prinsip 

teori institusi. Karena itu, penelitian ini 

memperkuat argumentasi bahwa 

kepariwisataan melibatkan manusia yang 

berinteraksi dalam rangka menghasilkan 

gagasan konseptual pembangunan 

kepariwisataan.  

 

KESIMPULAN  
Pelatihan pariwisata untuk 

stakeholder pariwisata merupakan salah satu 

strategi dalam membangun sumber daya 

manusia. Peserta pelatihan adalah salah satu 

stakeholder di destinasi pariwisata dan dapat 

berkontribusi terhadap pengelolaan dan 

pengembangan desa wisata dan wisata 

perdesaan. Penelitian ini telah 

mengidentifikasi tantangan pengelolaan desa 

wisata dari perspektif peserta pelatihan 

pariwisata. Pandangan mereka mengenai 

strategi mengoptimalkan peran lembaga 

lokal adalah bentuk perhatian dan 

berkontribusi terhadap upaya Pokdarwis 

mengelola desa wisata. Idealnya, pengelola 

desa wisata merupakan informan yang valid 

dan paling ideal dalam memberikan 

pandangan mengenai pengelolaan desa 

wisata. Namun demikian, peserta pelatihan 

pariwisata telah memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan desa 

wisata dan wisata perdesaan. Karena itu, 

penelitian ini memanfaatkan data kualitatif 

dari informan yang valid dan mengetahui 

kondisi aktual pengelolaan desa wisata.  

Institutional theory (teori 

institusi/kelembagaan) memandang 

pentingnya peran bersama dari setiap 

anggota masyarakat, tidak tergantung pada 

organisasi lokal di destinasi pariwisata. 

Lembaga lokal yang paling dekat peran dan 

kedudukannya dalam membangun desa 

wisata adalah kelompok sadar wisata 

(Pokdarwis). Temuan dalam penelitian ini 

memperkuat teori institusi dalam konteks 

pariwisata perdesaan. Pandangan peserta 

pelatihan sangat penting dalam memahami 
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kondisi kekinian pengelolaan desa wisata. 

Karena itu, penelitian ini berkontribsi 

terhadap kajian literatur kepariwisataan yang 

berkaitan dengan pengelolaan desa wisata 

dalam kerangka teori kelembagaan dan 

pandangan peserta pelatihan pariwisata.  

Terdapat Pokdarwis yang berhasil 

menjalankan perannya sebagai organisasi 

kepariwisataan di tingkat lokal, namun 

terdapat pula yang harus berupaya bangkit 

dan mengatasi berbagai tantangan 

pengelolaan desa wisata. Pokdarwis dapat 

berjalan efektif jika ditunjang dengan 

pengelola yang mampu mengatasi berbagai 

tantangan dan hambatan secara internal dan 

eksternal. Rencana tindakan dan strategi dari 

Pokdarwis merupakan suatu sistem yang 

melibatkan berbagai kelompok masyarakat. 

Penelitian ini memperkuat teori kelembagaan 

dimana pariwisata dan lembaga lokal adalah 

suatu sistem sosial yang dibangun secara 

bersama untuk kemajuan masyarakat di 

perdesaan. Penguatan peran Pokdarwis 

sebagai institusi di tingkat perdesaan perlu 

menjadi perhatian pemerintah daerah, 

industri pariwisata dan masyarakat. 

Studi tentang pengelolaan desa 

wisata perlu didukung dengan data statistik. 

Penelitian ini hanya memanfaatkan data-data 

kualitatif. Karena itu, analisis wisata 

perdesaan perlu diperkuat dengan data 

kuantitatif ataupun pengauatan analisis 

melalui metode mixed-methods.  
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